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l.tl.- thlrﬂehklug
Sektor perbankan di Indonesia memiliki peranan penting dalam mendukung

iaysan hijau juga terdorong
oleh perhatian dunia yang semakin n P sustainable finance dan
Environmental, Social, and Governance (ESG). Menurut United Nations
Environment Programme Finance Initiative (UNEP F1, 2023), industri perbankan
memiliki peran strategis dalam membantu peralihan menuju ekonomi yang rendah

emisi karbon melalui penvaluran pembiayson berkelsnjutan. Dalam hal ini,



implementasi green banking tidak hanya fokus pada profitabilitas, tetapi juga
memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan serta dsiko yang diakibatkan oleh

perubahan iklim.

MNamun, penyaluran kredit hijau oleh lembaga kevangan di Indonesia hingga
saal ini masih sangat terbatas. Berdmkjgpmeliﬁan dari OJK. penyaluran kredit
hijau di Indonesia masih relatif terbatas jika dibandin
kredit perbankan pasional (Setiawan et al. 2021). Angka yang rendah ini jelas
target Natignally Determied Contribution (NDC) dan Sustainable Development
Gﬂ#h‘{m_:h khususnya SDG 13 yang berkaitan deﬁmw perubahan
iklim, Selain itu, kredit hijau tunst berkontribusi pada SDG 7 (Energi Bersih dan
i)

SDGs, seperti SDG 7 (Energi Bersili dan Terbarukan) serta SDG 9 (Industri,
InoYEEan e eastiukios jSelaindtigtiatn jugn meREERRERSRIWREOComi hijau
di Indonesia memiliki potensi perfumbuhan yang sangat besar. Sebagai contoh,
transisi menuju energi terbarukan diperkirakan bisa memberikan kontribusi hingga
Rp 1.800 triliun terhadap PDB Indonesia pada 2030 (Kementerian PPN/Bappenas.
2022). Oleh karena itu, adanya celah anfara potensi ekonomi hijau vang signifikan

kan dengan total portofolio

dan rendahnya realisasi kredit hijau menjadi salah satu alasan wtama untuk
penelitian mni. Imternational Energy Agency (IEA. 2023) menekankan bahwa
permintaan pembiayaan untuk transisi energl di negarn-negara berkembang

semakin meningkat seiring dengan target global net zere emission, sehingga sektor



perbankan diharapkan dapat meningkatkan kontribusinya mielalui pembiayaan hijau

yang lebih luas dan berkelanjutan.

Dalam sektor perbankan di Indonesia. kredit hijau dikenal dalam bentuk
yang lebih spesifik yaitu Kredit Investasi Hijau (KIH). Berdasarkan POJK Nomor
SI/POIK. 032017 dan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI)
2024, Kredit Investasi Hijau menujitk pada kredit yang diberikan oleh bank kepada
debitur untuk mendana ammﬁ-ﬂkmr-m memeruhi standar
lingktingan, herkelanjutan, serta berperan dalam membantu transisi menuju
ekonomi dengan emisi ' karbon wang lebih rendah, Bﬁthuhhdmm dengan kredit
inyestasi konvensional yang wmumnys hanya
finansial dan jaminan, Kredit Investasi Hijau (KIH) mengharm&mmh:pnuhas:
terhadap sspek lingkungan, sosial, dan tatn kelols (ESG). baik pady saat proses

pengnjuan maupun selama periode pembisyaan berlingsung. Bissanyn, Kredit
Investasi Hijau (KIH) digunakan untuk proyek-proyek seperti pembangkit listrik
tenaga surya, pembangkit listrik tenaga air, efisiensi energi pada bangunan dan
industri, kendarman listrik. serta bangunan famoh Iﬁ:l_gﬁungan vang telah
bersertifikat hijam.

Secara umum, Kmﬁthw_’mﬁnﬁ[ﬂ}mﬂlh beberapa keunggulan
jika dibandingkan kredit konvensional. Nasabah vang menggunokan Kredit
Investasi Hijau (KIH} umumnya dapat memperoleh fasilitas pembiayaan dengan
suku bunga yang lebih kompehtif. vang muka yvang lebih rendah (terutama pada
pembiayaan kendaraan listrik dan properti hijau). serta ketentuan Loan o Value

{LTV) yang dapst mencapai 100%. Selain itu, Kredit Investasi Hijau (KIH) juga



berpotensi  membantu perusshaan untuk  meningkatkan penilaian ESG
{Environmental, Social, and Governance), karena pembiayasn ind ditujukan untuk
kegiatan usaha yang memperhatikan aspek hngkungan, sosial, dan tata kelola
Perbedaan mendasar ontara KIH dan kredit konvensional terletak pads adanya
penilaian aspek ESG dalam proses pemberian KIH. sedangkan kredit konvensional
hanya berfokus pada kelayakan finansial dan agunan. Dari sisi risiko, proyek hijau
yang dibiayai KIH justru diperkirakan memiliki risiko kredit yang lebih rendah
dalam jangka panjang dibandingkan sektor ekstrakfif atat industri berat yang
m dibinyai oleh kredit konvensional (Guan et al, 2017, Al-Qudah et al.,
M}.Kwnggulan serupa juga ditermukan pada pnuiﬁqmﬂimmmsaluri\m
oleh bank syariah. meskipun menggunakan akad hagi hasil seperti mudharabaly stau
musyarakah yang bebas dari riba, gharar, dan maysir. Baik hank konvensional
TP huk syariah sama-sama mengacu pada  Taksonom lfmunga.n
Berkelasjutan Indonesia (TKBI) dalam menentukan kriteria kegiatan usaha yang
tergolong hijau.

Selain itu, pemenntah melalui Otoritas Jasa Kemangan (OJK) telah
menerbitkan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) sebagai
pedoman dalam mengklasifikosikan sekior-sektor yang termasuk kategori hijau.
Kehadiran TKBI ini merupakan pembaruan dan Taksonomi Hijao Indonesia 1.0,
sehingga diharapkan mampu membenkan panduan lebih jelas bagi lembaga
keuangan dalam menyalurkan pembiayaan berkelanjutan. Di Indonesia, sejumlah
bank besar sudah mulai mengembangkan program pembiayaan hijau. Sebagai
contoh, Bank BNI telah menyalurkan pembiayvaan hijan sebesar Rp 74 triliun per



Jumi 2025 (Mayasari, 2025). sementara Bank BRI mengutamakan Kredit Pemilikan
Rumah (KPR) Green Financimg, Bank BTN mempromosikan pembiayaan rumah
dengan emisi rendah, dan Bank Mandiri menawarkan Suvtainabifity Linked Loan
{SLL) untuk mendukung proyek berkelanjutan. Dengan demikian, kredit investasi
hijau memiliki prospek yang menjanjikan, namun masih terdapat berbagai
tantangan yang menghambat pertumbubannya.

Behempl.ﬁtﬂr diduga turut mempengaruhi rendahiiya penyaturan kredit
hijau di Indanesia, antara lain ketidakpastian dalam ekopomi dan dampak dari
pandemi COVID-19. Penurunan penyaluran kredit hijau juga terlihat dari
perubahan yang terjadi padn berbagai parnmeter, seperti masio kredit bermasalah
(NPLY, Loan o Deposit Ratia (LDR), dan tingkat inflasi. Menariknys, meskipun
Duna Pihak Ketign (DPK ) menunjukkan pertumbuhan yang cukup slahmw:n
Indoncsia bﬂm ‘berhasil memaksimalkan peluang ini. untuk mmh@kﬂlkan
penyaluran kredit hijau. Secara teoritis, pertumbuhan DPK yang berkelanjutan
sehrushys memberi kapasits tambahian bagi bank untuk memberikan kredit hijau,
teiapl ﬁkﬂn}m]ﬂ! tersebut belum terwujud.

Hubungan antars Dana Pihak Ketiga (DPK) dan penyaluran kredit dapat
dijelaskan melalui teori intermediasi keuangan (Finaneia! Intermediation Theary),
Menurut Berger dan Bool (2024), intermediasi keuangan memiliki peranan penting
dalam mengubah klaim finansial untuk menghasilkan likuiditas dan mengurangi
risiko. Dalam konteks ini. bank berperan sebapni lembaga yang menghubungkan,
mengumpulkan dana dan masyarakat dalam bentuk DPK, dan kemudian

mendistribusikannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan yvang



produktif, termasuk pembiayaan hijaw.

Selain itu, beberapa bank besar di Indonesia seperti BRL BCA. dan BNI
telah mulal meningkatkan alokasi pembizyaan berkelanjutan. termasuk kredit hijaw,
sgjalan dengan kebijakan pemenniah dalam mencapai target Mei Zeve Emission
{NZE) 2060. Hal i terlihat dari mmj.n&hm bagian pembiayaan ESG di bank-
bank besar seperl.i_Bg:E'i_, BC"L. Bﬂhm MCIHB Niaga vang telah mencapai
66,1% dari tofal portofolio; Fokus utama dari pembiayaan hijau ini adalah sektor
energ bk, efiiens o, dn onsguks] Barunan Berwawasan
ﬂnghnm. Untuk mmﬂ\m.g hal tersebut, OJK secars aktif menerapkan
Taksonomi Hijou Indonesia (TKBI) yang mewajibkan bank untuk mengidentifikasi
nasabah yang mendukung prinsip lingkungan. OJK (2024) jugs menegaskan bahwa
implementasi TKBI bertujunn untuk meningkatkan transparansi dan efekfivitas
:hhun penyaltiran pembiayaan hijau di seluruh sektor layanan kevangan, termasuk
sektor perbankan nasional.
yang mempengaruhi perkembangan kredit hijau di Indonesia, Pertama, risiko kredit
{NPL) memiliki pengarub yang signifikan, sehingga bank cenderung lebih berhati-
hati dalam memberikan pinjaman, meskipun dalam jangka panjang proyek hijau
diperkirakan memiliki risiko yang lebih rendah {Guan et al., 20017; Al-Qudah et al.,
2022). Kedua, likuiditas (LDR } juga berpengaruh terhadap kemampuan bank dalam
menyalurkan kredit hijau. Ketiga, Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai sumber dana
utama perbankan, memiliki peranan kuorsial dalam menentukan kapasitas untuk

memperlugs kredit hijau.



Apabila dikaji menggunakan pendekatan Error Correction Madel (ECM),
perilaku kredit investasi hijau dapat divraikan sebagai berikut. Pertama, terdapat
hubungan keseimbangan jangka panjang (cointegration) antara faktor makro seperti
kebijakan Bank Indonesia dan faktor mikro seperti permodalan bank terhadap total
kredit hijau. Peningkatan kebijakan green hanking oleh OJK diperkirakan akan
meningkatkan penvaluran kredit hijau dalam jangka panjang. Kedua. jika terjadi
lonjakan o g pad kst i yan 1ok setni dengan tren jangha
panjang. mekanisme pasar termasuk permintaan dari aasabahy dan insentif regulasi
skan membawn kembali kredit hijau menuju kesemmbangan melalui Error
Cowrection Term (ECT). Dengan kata lain, apabils keedit hijau mengalami
penurunan pada suatu kuartal. maka akan terjadi penyesustan yang cepal pada
kum'hllbﬂihﬂﬁp karens adanya tekanan dan sisi regulasi.

Meskipun kredit hijau di Indonesia menunjukkan tren vamg positif,
penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan. Salah saty tantangan utama
adalﬂt pencrapan yang belum memta, di mana maﬂtm(t.hmﬁmgan antara
kebijakan regulator dengan implementasi operasional ﬂi'ﬁng..kai bank. Selain itu.
kendala dalam hal data juga menjadi hambatan, karena masih kurangnya kesadaran
dan keterampilan sumber daya manusia untuk mengevaluasi risiko hijau (ESG).
Bank-bhank juga sering kali lebih fokus pada target laba jangka pendek, schingga
mereka kurang bersedia untuk berinvestasi dalam proyek-provek berkelanjutan
yang bersifat jangka panjang. Meskipun demikian. kredit hijan di Indonesia secara
umum menunjukkan perkembangan yang pesat. dengan bank-bank konvensional

mutai mengalokasikan lebih banyak dana untuk proyek berkelanjutan.



Penelitian ini menjadi sangat penting untuk dilakukan karena beberapa
alasam. Pertoma, secara prakibs, realisasi kredit hijau yang masih berada di bawzh
2% (Setiawan et al.. 2021) menunjukkan bahwa penyaluran pembiayaan hijze di
Indonesia masih belum optimal jika dibandingken dengan potens: ekonomi hijau
nasional yang terus berkembang. Kedua, sezara temporal, perkembangan kebijakan
ereen hanking pasca’ diterbitkannya POJK Nomor SUPOJK. 032017, masa
pandemi COVID-19. serta fase pemulihan ekonomi menciptakan dinamika baru
yang belum banyak dikaji dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Ketiga, secara
metodologis, pendekstan Error  Corvection Madel (ECM) yang mampu
menganalisis hubungan jangka pendek dan jangka punjang masih jarang digunakan
dﬂmpmmhn mengenai Kredit Investasi Hijau (KIH) di Indonesia. Oleh karena

ah penelitian yang mampu memberikan gambaran ﬁ:q.’qﬂl}'ang

lobih nu'gm‘ah mengenai fakior-faktor yang mempengaruhi penyaluran Kredit
Investasi Hijau (KIH),

Meskipun herbagai penelitian mengenai green eredit dan pembiayasn hiju
telah banyak dilakokan, masih terdapat beberapa celoh penelitian  yang
menunjukkan  perlunya penelitian  lebih lanjul ferkait faktor-faktor yang
mempengaruhi Kredit Investasi Hijau (KIH) di Indonesia. Berdasarkan tinjauan
literatur, Furgan dan Swtrisno (2023) menemukan balwa variabel CAR, BOPO,
LDR, NPL, serta ukuran bank tidak memiliki pengaruh terbadap penyaluran green
credit di Indonesia. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa faktor-faktor vang
mempengarchi kredit hijou masih belum konsisten dan memerlukan pengujian

kembali dengan periode serta pendekatan vang berbeda. Sementara itu, Ismaulandy



{2014) telah menelti pengaruh DPK. NPL, LDR, dan Inflasi terhadap kredit
investasi pada periode 2005-2013. Namun, penelitian tersebut dilakukan sebelum
diterapkannya kebijakan green hanking melalm POJK 512017, sehingga belum
dapat mencerminkan kondisi era ekonomi hijau seperti saat ini.

Selain itw, penelittan yang dilakukan oleh Forabi et al. (2025) telah
menggunakan metodé Errer Corpéction Made! (ECM) dalam analisis pembiayaan
hijau dan emisi ﬁhﬂuﬂmﬁ.ﬂmmm metode ECM untuk menganalisis
determinan Kredit Investasi Hijou (KIH) dalom sektor perbankan di Indonesia
mﬁhm Imhams.%pun demikion, penmmﬁm sangat penting
digunakan karena mampu menjelnskan dinamika huw'flﬂﬁphdek dan
jangka panjang antar variabel. Di sisi lain, penelitian oleh Sutanto, Ermawati, dan
Anggragni (2025) lebih berfokus pada dampak implementasi POJK 512017
terhodap risiko perbankan menggunakan pendekatan Bifference-in-Differences,
sehngos  belum  mengkaji  pengaruh  varabel-variabel intemal - maupun
makroekonomi terhadap penysluran Kredit Investast Hijau (KIH),

Berdasarkan tinjsuan terhadap penelitian-penelition sebelumnya, terdapat
beberapa celah penelitian (research wap) jmﬁuﬂd: fokus utama dalam
penelitian ini. Pertama. beltim ada penelitian yang mengintegrasikan variabel NPL.
LDR, DPK, don Inflasi dalam satu model untuk menganalisis determinan KIH di
Indonesia. Penelitian lsmaulandy (2014) menggunakan variabel serupa untuk kredit
investasi umum sebetum era POJK 512017, sementara Furgan dan Sutrisno (2023)
meneliti green credir tanpa mempertimbangkan DPK dan Inflasi. Kedua, penerapan

metode Error Correction Model (ECM) untuk menganalisis determinan KIH di



perbankan Indonesia masih sangal terbatas, meskipun Fambi et al. (2025) telah
menggunakan ECM dalam analisis pembisyaan hijau di sektor lain, Ketiga, periode
2015-2024 yang mencakup implementas: POJK 512017, pandemi COVID-19, dan
pemulihan ekonomi belum banvak diteliti secara menyeluruh. Keempat, terdapat
ketidakkonsistenan hasil penelitian antam Furgan dan Suirisno (2023) yang
menemukan NPL dan LDR tidak berpengaruby teshadap wgreen credir. dengan
Ismaulandy (2014) yang menemukan pengaruh positif terhadap kredit investasi.

Emﬁtmn 12 A _Wﬁum‘e di Indonesia saat In[mmh didominasi
oleh analisis implementasi kebijakan dan  pengungkapan  keberlanjutan
(sustainabilily disclosure), sedangkan penelitian cmpmmmgn KIH
dengan mwakan pendekatan ekonometnka dinamis masih relatif terbatas.
Sebagian besar penelitian sebelumnya juga masih menggunakan pendekatan regresi
statis. sehingga belum mampu menjelaskan mekanisme penyesunian jongka pendek
meniiju keseimbangan jangka panjang,

{essacken winateoasbutiticrdapal et s penelifiasyng perlu
diatasi. Pertama, masih belum ada penelitian yang menggabungkan faktor NPL,
LDR. DPK, dan Inflasi dalam sty model terp#u untuk menganalisis determinan
Kredit Investasi Hijau (KIH) di Indonesia, Kedun, penggunaan metode ECM unfuk
menganalisis determinan KIH di Indonesia masih sangat terbatas. Ketiga, hasil
penelitian yang tidak konsisten antara Furgan dan Sutrisno (2023) dengan
Ismaulandy (2014) memerlukan verifikasi lebih lanjul dengan menggunakan
metode dan periode waktu yung berbeds. Keempat, periode tahun 2015-2024 vang

mencakup  implementasi POJK 51722017, pandemi COVID-19, serts masa
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pemulihan ekonomi masih belum banyak diteliti secara menyeluruh dalam

kaitannya dengan determinan KIH.

Adopun Kebaruan yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut. Pertama. penelitian ini mengounakan pendekatan Error Correction Model
(ECM) untuk menganalisis determinan Kredit Investasi Hijau (KIH) di Indonesia.
Kedua, penelitian Jmmnggumkmmm HIE—_EHM yang mencakup fase
sebelum pandemi, saat pandemi, dan pasca pandemi COVID1Y. Ketiga, penelitian
ini_menggabungkan #n;hh] NPL. LDR, DPK, dan Inflasi dalam satu model
‘nalisis untuk memperoleh pemahaman yang JehﬁWmﬂngmai faktor-

mempengaruhi KIH. Dengan demikian, pel‘!ﬂﬁﬂlllﬁ:ﬁ wn dapat
mamhqﬂ:n_ kontribysi  baik  secarn  empiris  maupun  akadenus  dalem
jpengembangan literatur mengenai pembiayaan hijau dan keuangan berkelanjutan di

1.2.  Rumusan Masalah
Berdasarkan lutar belakang yang telsh diuraikan, maka permasalahan

meﬂﬁn-wiw adalah belum jelasnya besaran dan arah pengarub
Non-Perfarming Loan (NPL) secars parsial terhadap penyaluran kredit hijau di
Indonesia, baik dalam Junﬁuwmﬂm panjang. Selain itu. pengaruh
Loan o Deposit Ratie (LOR) secara pnrs-i:ﬂ I.E'['h.[ld:lp- penyaluran kredit hijau juga
masih belum diketahui dengan pasti, terutama perbedaannya dalam jangka pendek
dan jangka panjang. Demikian pula dengan pengarch inflasi sebapai faktor
makrockonomi, serts pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagal sumber dana

utama perbankan, masing-masing secara parsial masih belum terukur dengan jefas.

11



Lebih lanjut, belum terintegrasikannya analisis simultan keempat faktor tersebut
(NPL. LDR. Inflasi, dan DPK) dalam satu mode! empirs yang robust menjadi
permasalahan utama yang mendorong perlunya penelitian ini dilakukan.

dalam penelitian ini adalah sebagai berikug

n (NPL) secara parsial

Indonesia periode 2015-2024? |
1.3, Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalsh yang telsh ditetapkan, maka tujuan yang
ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Now-Performing Loan

12



{NPL), Loan te Deposit Ratio (LDR), Inflasi, dan Dana Pihak Ketiga (DPK} baik
secara parsial maupun secara simultan terhadap penyaluran Kredit Investasi Hijau
{KIH) pada bank umum konvensional di Indonesia periode 2015-2024.

1.4.  Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teorltls
Secara teoritis, hasil penelitizn ini diharapkan duepat memberikan manfaat

bagi berhagai pemangke kepentingan sebagai berikut:

Penelition ins dibarapkan dapat  memperkaya literatur keuangan
berkelanjutn da ckonorm i hososnys mengei deterinn KIH yang masi
jarang diteliti, memberikan  kontribusi metodologis melalui penerapan Error
Comection Model (ECM) untuk menganalisis dinamika jangka pendek dan jangka
panjang, menjadi referensi bagi peneliti selanjuinya, serta mengisi research gap
mengenal integrasi variabel NPL, LDR, DPK. dan Inflasi dalam satu model analisis

detenminan Kredit Investasi Hijau (KIH) pada bank umum konvensional di
Indonesia.

Secara praktis, hasil penelitian ini dibarapkan dapat memberikan manfaat
bagi berbagai pemangku kipentingan sebagai berikut:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan empiris bagi OJK
dalam memumuskan kebijakan ekspansi kredit hijau, membantu Bank Indonesia
dalam mengevaluasi kebijakan moneter dan green banking, menjadi acuan strategis
bagi manajemen perbankan dalam mengelola LDR, DPE, dan NPL, menjadi bahan
pertimbangan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan fiskal hijow, serta

menjadi referensi ilmiah bagi akademisi dan peneliti selanjuinya.
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1.5, Sistematika Penullsan

Sistematika penulisan penelitian ini disusun ke dalam lima bab vang saling
berkaitan dan terintegrasi, dengan uraian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, bab ini berisi latar belakang masalah (termasuk
gap perelitian, novelty, dan kaitan dengan SDGs), rumusan masalah (yang
diturunkan dari research problem), tujuan. penelitian, manfaat penelition, dan
sistematika penulisan. .

BABII m‘i}’:\ﬂ Emﬂmtﬂ: hﬁ'ﬁﬁﬁﬁ.ﬁlﬂaﬁm teord vang relevan

mencakup konsep kredit hijau, teon intermediasi keuangan, teon yang mendasan

hqmﬂﬂ_‘ Llﬂ,m dan DPK terhadap keedit fujau, tllljihnll penelitian
terdahulu, kerangka pemikiran teoritis. dan hipotesis penelitian.

BAB 1l METODE PENELITIAN, bab inf berisi. penjelasin
pendekatan penefitian kuantitatif dengan metode Errar Caum.q MMML
jenis dan sumber data, definisi operasional varishel, serta tahapan analisis yang
mencakup uji stesionaritas, estimasi jangka panjang. uji kointegrasi, dan estimasi
mode! ECM jangka pendek:

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN, bab ini berisi penyajian hasil
analisis statistik deskriptif, hasil uji prasyarat datal Basil estimesi model ECM
jangka penjang dan jangkn pendek. hasil uji asumsi Klasik, pengujian hipotesis.
serta pnnlnhm mm:hl-nm mengaitkan (emuan empiris dengan teori dan
penelitian terdahulu, dan implikasinya terhadap kebjakan.

BAB Y PENUTUP, bab ini berisi bﬁmmmenmukanjuwnban atas
erdasarkan hasil analisis empiris yang telah dilakukan,
serta saran yang ditujukan kepada OJK. Bank Indonesia, manajemen perbankan,

seluruh rumusan masalaly!

pemerintah, dan peneliti selanjutnya sebagal implikasi dari temuan penelitian ini.
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